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PENJABARAN GOOD CORPORATE GOvERNANCE (GCG) 
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PLN BALI
Oleh: 
Luh Putu Dwi Suarini1
Abstract
Research in connection with the theme is “ Implementation of Good Corporate Governance 
(GCG) in Procurement at PLN Bali”. The problems are researched the translation of good 
corporate governace forms in the procurement of goods and services at PLN Bali and the 
form of the procurement of goods and services at PLN Bali.
This research includes the category of empirical legal research, legal research is a empirical 
means reviewing the practical reality in daily life - today. The nature of the research is 
descriptive research that has a goal to paint a picture of something in the area and at a 
certain moment. Furthermore, the technique used is to study documents, interviews, Non-
Probability Sampling, purposive sampling.
Procurement of goods or services in PLN involves many parties, the employees who were 
appointed to take care of such procurement and future providers of goods and services. 
In this relationship unfair business competition or the price is too high or low in supply. 
However, the existence of e-procurement and the correct procedures in the procurement of 
goods and services as well as the concept of GCG which also animates the principles of 
procurement of goods and services. Procedures in the procurement of goods and services 
as well as the principles of GCG, the procurement in PLN can be carried out transparently, 
responsibly, independently, fairly and equitably.
Keynote : Good Corporate Governance, PLN, Procurement of goods and services
1 Mahasswa Magster(S2)Ilmu Hukum Unverstas U
dayan,Denpasar,Bal,Alamat: Jalan Sedap Malam III 
No.9, Denpasar, Emal:w.ublgh@gmal.com
Bab I Pendahuluan 
1. Latar Belakang Masalah
Dalam kehdupan sehar – har, 
masyarakat d Indonesa tdak pernah lepas 
dar penggunaan lstrk. D Indonesa, satu – 
satunya BUMN yang bergerak dalam bdang 
ketenagalstrkan alah PLN. PLN memlk 
slogan PLN Bersh, No Suap, No Korups. 
Dalam hal tndakan dar slogan PLN tersebut, 
perusahaan yang berbentuk Perseroan terbatas 
n dbantu oleh Transparency Internatonal 
Indonesa (TII) untuk menerapkan Good 
Corporate Governance (GCG) yang fokus 
pada upaya pemberantasan korups dalam 
tubuh PLN khususnya sektor pengadaan 
barang atau jasa serta pelayanan publk. PLN 
sebaga organsas usaha yang mengejar 
profit pasti sangat memperhatikan efisiensi 
dan efektvtas sehngga dbutuhkan Good 
Corporate Governance dalam perseroan2. 
Beberapa tahun terakhr, GCG sangat populer 
terkat dengan perusahaan – perusahaan yang 
ada d Indonesa. Perusahaan merupakan 
2 Fahr Hamzah, 2012, Negara,BUMN, dan 
Kesejahteraan Rakyat, Faham Indonesa, hlm.99
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sebuah nsttus bag sebagan besar dar 
umat manusa untuk dapat memenuh 
kebutuhan pokoknya.3 Forum For 
Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 
mendefinisikan corporate governance alah 
seperangkat peraturan – peraturan  yang 
menetapkan  adanya hubungan  d antara 
para pemegang saham, pengurus, phak 
kredtur, pemerntah dan karyawan juga 
dengan pemegang kepentngan ntern dan 
ekstern lannya berkatan dengan hak serta 
kewajban mereka, atau dengan kata lan 
sstem yang  mampu mengarahkan serta 
mengendalkan  suatu Perseroan4. 
Definisi dari OECD (Kelompok Negara 
Maju) dan Komte Cadburry menyebutkan 
bahwa CG sebaga suatu sstem yang 
terdr dar proses pengelolaan dan proses 
pengawasan terhadap pengelolaan.5
Prnsp-Prnsp dalam Good 
Corporate Governance (GCG) yang harus 
dterapkan PLN selaku BUMN dalam 
kegatannya sebagamana dmaksud 
dalam Pasal 3 PER-01/MBU/2011 yang 
dkeluarkan oleh Menter Negara BUMN 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Bak (Good Corporate Governance) 
Pada Badan Usaha Mlk Negara, yatu 
terdr atas transparans (transparency), 
akuntabltas (accountability), kemandran 
(independency), pertanggungjawaban 
(responsibility), seperangkat    kewajaran 
(fairness).
Sektor pengadaan barang atau jasa 
melbatkan beberapa phak sehngga 
dperlukan etka, norma, dan prnsp 
pengadaan barang dan juga jasa untuk dapat 
mengatur atau djadkan dasar penetapan 
kebjakan pengadaan barang serta jasa. 
Pengadaan barang atau jasa secara elektronk 
tdak hanya dharapkan mampu menngkatkan 
efisiensi dan transparansi, namun juga sebagai 
penunjang pelaksanaan prnsp-prnsp, 
kemandran, profesonalsme, akuntabltas, 
dan pertanggungjawaban serta kewajaran 
atau yang dkenal dengan prnsp-prnsp 
GCG sebagamana datur dalam Pasal 5 ayat 
(3) Undang-undang Nomor 19/2003 tentang 
Badan Usaha Mlk Negara (BUMN) bahwa 
dalam melaksanakan tugasnya, anggota 
Dreks haruslah mematuh anggaran dasar 
dar BUMN dan peraturan perundang-
undangan serta wajb melaksanakan 
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, 
transparans, kemandran, akuntabltas, 
pertanggungjawaban, serta kewajaran. 
Dar banyaknya jumlah proses pengadaan 
barang dan pengadaan jasa sangat rentan 
untuk dmanfaatkan sebaga sarana korups 
karena nla dar pengadaan barang dan 
pengadaan jasa dapat dkatakan dengan 
nla rupah yang tdak sedkt. Pengadaan 
barang dan jasa pada BUMN tdak tunduk 
pada Peraturan Presden No.54 tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerntah 
melankan tunduk pada  peraturan yang 
lebih spesifik untuk BUMN yaitu Peraturan 
Menter BUMN No.05/MBU/2008  tentang 
Pedoman Umum Pengadaan Barang dan 
3 Djokosantoso Moeljono, 2005, Good Corporate 
Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance, 
PT Elex Meda Komputndo, Jakarta, hlm.75
4 Msahard Wlamarta, 2007,  Penerapan Prinsip 
– Prinsip Good Corporate Governance  dalam 
Perseroan Terbatas, Center for Educaton  and Legal 
Studes, Jakarta, hlm.7
5 Wahyu Kurnawan, 2012, Corporate Governance 
Dalam Aspek Hukum Perusahaan, PT Pustaka Utama 
Grafiti, Jakarta, hlm.22
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Jasa Badan Usaha Mlk Negara yang 
memberkan kewenangan pada tap – tap 
BUMN untuk mengatur pengadaan barang 
dan jasanya melalu ketentuan perusahaan. 
Hal n juga berdasarkan pada, modal dar 
suatu BUMN yang ddapat dar  kekayaan 
pada Negara yang sengaja dpsahkan dar 
modal dasar berupa saham yang berjumlah 
mnmal 51 %. Pengertan dpsahkan n alah 
bahwa modal BUMN yang dsetor Negara 
atau daerah adalah kekayaan negara atau 
daerah yang dpsahkan dar APBN/APBD, 
dan pengelolaannya dserahkan kepada 
manajemen BUMN sebaga suatu enttas 
hukum yang terpsah6. Pada pelaksanaannya 
dalam pengadaan barang dan jasa BUMN 
berlakulah asas lex specialis derogate lex 
generalis dmana peraturan yang dgunakan 
alah peraturan yang lebh khusus yatu, 
Peraturan Menter BUMN No.05/MBU/2008 
mengena Pedoman Umum Pengadaan 
Barang dan Jasa Badan Usaha Mlk Negara 
dan mengenyampngkan Peraturan Presden 
No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerntah. Sehngga sangat 
menark dlakukan peneltan.
2. Perumusan Masalah
1. Bagamanakah bentuk penjabaran 
GCG dalam pengadaan barang dan 
jasa pada  PLN Bal ?
2. Apa saja  yang menjad kendala dan 
pemecahan masalah dalam pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa pada PLN 
Bal ?
3. Tujuan Penelitian
Dalam peneltan yang dlaksanakan 
n untuk mengetahu bentuk penjabaran 
dar GCG dalam  pengadaan barang serta 
jasa pada PLN Bal dan untuk menganalss 
kendala – kenda yang dhadap serta solus 
dar kendala – kendala tersebut dalam 
pengadaan barang serta jasa khususnya 
pengadaan barang serta jasa pada PLN Bal.
II  Metode Penelitian
Pada peneltan n dgunakan  metode 
peneltan hukum emprs untuk menelt 
yatu pemecahan masalah yang ada dalam 
kehdupan sehar - har melalu cara mengkaj 
dar peraturan yang berlaku, teor hukum, 
serta norma hukum yang berdasarkan 
realta yang ada. Pada peneltan n bersfat 
deskrptf dengan tujuan untuk memberkan 
gambaran  tentang  hal tertentu pada suatu 
daerah.7 Lokas peneltan yang dgunakan 
oleh penuls alah pada PLN Bal. Data yang 
dtelt dalam peneltan n yatu data prmer 
serta data sekunder. Teknk pengumpulan 
data yang penuls gunakan alah teknk stud 
dokumen serta teknk wawancara. Untuk 
teknk penentuan sampel dalam peneltan 
n alah teknk Non Probability Sampling 
khususnya teknk purposive sampling. Dalam 
pengolahan dan analss data untuk peneltan 
n dlakukan dengan cara kualtatf.
6 Mars P. Purba, 2014, Pengadaan Barang dan Jasa 
BUMN, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.11
7 Bambang Waluyo. 2008, Penelitian Hukum Dalam 
Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8
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III  Pembahasan
1. Penjabaran Good Corporate 
Governance (GCG) dalam pengadaan 
barang serta jasa pada PLN Bali 
Dalam pengadaan barang serta jasa 
pada PLN Bal dapat dlhat pada beberapa 
tndakan yang dawal dengan sejalannya 
prnsp pengadaan barang serta jasa pada PLN 
Bal dengan prnsp yang terkandung dalam 
GCG, yatu: Transparency, Accountability, 
Responsibility, Independency, Fairness. 
Prnsp – prnsp pengadaan barang 
serta jasa tersebut ialah; Efisien, yaitu 
pengadaan barang atau pengadaan jasa 
harus dusahakan untuk mendapatkan hasl 
yang optmal dan terbak dalam waktu 
yang cepat dengan menggunakan sumber 
daya semnmal mungkn secara wajar 
dan bukan hanya ddasarkan pada harga 
terendah; Efektf, yatu Pengadaan barang 
atau pengadaan  jasa harus sesua dengan 
kebutuhan yang telah dtetapkan serta 
mampu  memberkan manfaat yang sebesar 
– besarnya sesua dengan sasaran yang  telah 
dtetapkan; Kompettf, yatu pengadaan 
barang atau pengadaan jasa harus terbuka 
bag Penyeda barang atau penyeda jasa 
yang memenuh persyaratan yang dlakukan 
melalu persangan yang sehat dantara 
penyeda barang atau penyeda  jasa yang 
setara dan memenuh syarat atau krtera 
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur 
yang jelas dan transparan; Transparan, yatu 
semua ketentuan dan nformas mengena 
pengadaan barang atau jasa, termasuk 
syarat tekns admnstras pengadaan, tata 
cara evaluas, hasl evaluas, penetapan 
calon penyeda barang atau jasa, sfatnya 
terbuka bag peserta penyeda barang atau 
jasa yang bermnat; Adl dan wajar, yatu 
memberkan perlakuan yang sama bag 
semua calon penyeda barang atau jasa yang 
telah memenuh syarat yang dtentukan; 
Akuntabel, yatu harus mencapa sasaran 
serta dapat dpertanggungjawabkan sehngga 
menjauhkan dar potens penyalahgunaan 
dan penympangan. Pengadaan barang serta 
jasa pada PLN Bal tdak lepas dar sstem 
elektronk yatu E-procurement. Ms dar 
E – procurement alah bagamana proses 
pengadaan barang serta jasa d pemerntahan 
dan bagamana caranya memanfaatkan 
teknolog nformas agar tdak membuang 
waktu dan baya.8 
Pengadaan barang dan jasa dawal 
dengan perencanaan. Perencanaan merupakan 
susunan langkah – langkah sstematk 
melalu upaya pemanfaatan sumber – sumber 
yang terseda dengan memperhatkan segala 
keterbatasan guna mencapa tujuan secara 
efisien dan efektif.9 Kemudan dlanjutkan 
dengan proses pengadaan melalu beberapa 
metode. Dalam pengadaan barang dan jasa 
pada PLN Bal terdr dar empat (4) metode, 
yakn :
a. Pengadaan langsung;
b. Penunjukkan Langsung;
c. Pelelangan Terbuka;
d. Pelelangan Terbatas
Untuk proses pengadaan barang dan 
juga jasa pada PLN Bal tersebut d atas dapat 
dlhat pada prosesnya yang menjabarkan 
tentang GCG yatu :
8 Rchardus Eko Indrajt, dkk, 2002, E - Government 
Strategi Pembangunan  dan Pengembangan  Sistem 
Pelayanan Publik Berbasis Teknologi, And, 
Yogyakarta, hlm.151
9 Samsul Raml dan Fahrurraz, 2014, Swakelola 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Vs Meda 
Pustaka, Jakarta, hlm.5-hlm.6
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a. Unsur Transparency ; dapat dlhat 
pada aplkas pengadaan barang atau 
jasa yang mana memberkan nformas 
pengumuman rencana pengadaan 
barang/jasa kepada sapa pun termasuk 
kepada seluruh external user untuk 
mendapatkan perlakuan (nformas 
pengadaan barang/jasa, pengumuman 
hasl pengadaan barang/jasa) yang 
sama. Dalam pengadaan barang/
jasa pada PLN Bal, pengumuman 
pengadaan dlakukan melalu sstem 
E-Procurement ataupun melau 
pengumuman yang dtempelkan pada 
papan pengumuman pengadaan PLN. 
b. Unsur Accountability ; dapat dlhat 
pada  saat adanya proses pengadaan, 
dalam melakukan tender/lelang 
untuk mendapatkan harga yang 
terbak Pejabat Pelaksana pengadaan 
melakukan negosas terhadap 
penyeda barang/jasa agar harga dapat 
dsesuakan dengan kualtas dar 
barang/jasa tersebut dan harga berada 
d bawah Harga Perkraan Satuan 
(HPS). Kemudan proses pengadaan 
tersebut telah dpastkan sesua 
dengan metode pengadaan barang/
jasa yang ada dalam SOP (Standar 
Operating Procedure) dan kebjakan 
perusahaan. SOP alah sekumpulan 
manual pekerjaan yang mencermnkan 
langkah – langkah aktvtas, arus data 
dan personl yang mengerjakannya 
dalam suatu organsas.10 
c. Unsur Responsibility ; bentuknya 
dapat dlhat pada  adanya pelathan 
E-procurement. Seleks berdasarkan 
E-procurement pada PLN Bal dengan 
persyaratan terukur mampu mengurang 
kontak langsung antara pengguna, 
penyeda serta Pejabat Pelaksana 
Pengadaan dan hasl dar pelaksanaan 
pengadaan melalu E- Procurement 
dapat dpertanggungjawabkan. 
d.  Unsur Fairness ; bentuknya dapat dlhat 
dalam membangun kerjasama dengan 
para penyeda barang/jasa, menyeleks 
setiap kualifikasi sesuai persyaratan 
tanpa ntervens phak ketga sehngga 
dapat menjamn peluang yang sama 
kepada para penyeda barang/jasa 
untuk memenangkan lelang. 
e. Unsur Independency ; yatu tdak ada 
tekanan dar phak manapun dalam 
menentukan pemenang penyeda 
barang serta jasa asalkan sudah sesua 
dengan peraturan PLN yatu sesua 
dengan SK Dreks No. 620/2013, 
membuka kesempatan yang sama pada 
semua calon penyeda barang serta jasa 
untuk mengajukan penawaran tanpa 
adanya  metode pemlhan langsung, 
dkarenakan metode pengadaan 
pemlhan langsung sudah tdak 
berlaku lag d PLN.
2. Kendala yang dihadapi serta 
Pemecahan Masalah dalam 
Pengadaan Barang/ Jasa pada PLN 
Bali
 Ada beberapa kendala yang dhadap 
dalam proses pengadaan barang/jasa d PLN 
10 Hasbullah F. Sjawe, 2013, Direksi Perseroan Terbatas 
serta Pertanggungjawaban Pidana Korpoorasi, Ctra 
Adtya Bakt, Bandung, hlm.112
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Bal. Kendala n dhadap oleh berbaga 
phak, bak tu Penyeda barang/jasa ataupun 
Pejabat Perencana serta Pejabat Pelaksana 
pengadaan. Hasl wawancara dengan 
Bapak I Gede Ketut Anom mengemukakan 
kendala yang terjad dalam proses Perencana 
Pengadaan Barang/ Jasa alah11;
a. Untuk persyaratan calon penyeda 
barang/jasa, dwajbkan menggunakan 
laporan keuangan yang telah d audt, 
namun penyeda barang/jasa d Bal 
sangat jarang laporan keuangannya 
d audt sehngga hampr semua tdak 
memenuh persyaratan untuk menjad 
peserta. 
 Pemecahan masalahnya alah untuk 
menghndar pengadaan gagal yang 
akan menghabskan waktu lebh banyak 
lagi dan untuk mewujudkan efisiensi 
serta efektvtas waktu dan baya, 
maka saat aanjwizing (Penjelasan) 
dlakukan, djelaskan bahwa adanya 
permakluman dar Pengguna bahwa 
calon penyeda barang dan jasa dapat 
menggunakan laporan keuangan yang 
belum d audt dan untuk pengadaan 
berkutnya dharapkan laporan 
keuangan perusahaan telah d audt.
b. Untuk penyusunan Daftar Penyeda 
Terseleks (DPT) sepert yang 
dsyaratkan dalam Ketentuan 
Pengadaan Barang/Jasa PT PLN yatu 
SK Dreks No. 620 tahun 2013 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang dan Jasa d lngkungan PT PLN 
(Persero) beserta perubahannya belum 
ada, dakrenakan adanya peralhan 
aturan dar SK Dreks sebelumnya 
yang belum mengatur DPT dan 
dbutuhkan waktu untuk membuat 
DPT. Pemecahan masalahnya alah 
saat belum ada DPT dgunakan sstem 
lelang terbuka agar proses kualifikasi 
calon penyeda barang/jasa lebh 
transparan dan dapat dikualifikasi 
lebh cermat.
Wawancara kedua alah dengan Ketut 
Mndawan, yang menuturkan beberapa 
kendala dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pada PLN Bal alah12; 
a. Saat persedaan materal d salah satu 
unt PLN Bal  habs dan materal 
tersebut harus segera dadakan untuk 
menghdar penumpukan antran 
pelanggan sedangkan materal tersebut 
menunggu justifikasi dari PLN Bali, 
dmana  unt – unt yang membutuhkan 
materal tersebut bersfat segera. 
Pemecahan masalah n alah unt 
– unt n dberkan kewenangan untuk 
memesan material tanpa justifikasi 
berlandaskan pada pengadaan darurat 
yang datur dalam SK Dreks No.620 
tahun 2013, ddasarkan pada pemlk 
perusahaan yatu pemegang saham 
yang dwaklkan oleh General Manager 
untuk tngkat Dstrbus memberkan 
kekuasaan kepada  Manajer untuk 
unt yang lebh kecl dmana Manajer 
– Manajer n perpanjangan tangan 
11 Bapak I Gede Ketut Anom (Pejabat Perencana 
Pengadaan pada PLN Bal) wawancara dlakukan d 
Denpasar  pada Jumat,8 Me 2015)
12 Ketut Mndawan (Pejabat Pelaksana Pengadaan pada 
PLN Bal), wawancara dlakukan d Denpasar pada 
Jumat, 8 Me 2015
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untuk melayan pelanggan sehngga 
kewenangan yang dberkan adalah 
untuk memenuh kebutuhan pelanggan 
seefektf mungkn dmana Manajer n 
pelaksana yang dapat dpercaya untuk 
kepentngan umum dan stakeholder.
 Wawancara ketga dlakukan dengan 
I Gde Are Wdyantara Partha, dar 
penuturannya kendala yang dhadap 
dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa d unt 
yang lebh kecl, khususnya dalam hal 
n PLN Area Bal Selatan alah13;
a. Dalam pengadaan barang/ jasa 
dharuskan membuat DPT sepert 
yang datur dalam SK Dreks No 620 
tahun 2013, namun DPT yang menjad 
kewenangan PLN Bal (Kantor Induk) 
belum sap  dkarenakan peralhan SK 
Dreks, sedangkan pengadaan barang/
jasa harus tetap berjalan. Pemecahan 
masalahnya alah dengan menggunakan 
metode lelang umum prakualifikasi 
maupun pascakualifikasi, karena 
dengan metode n segala persyaratan 
administrasi dan teknis diverifikasi. 
b. Saat pengajuan penawaran dar para 
rekanan serng terjad mengajukan 
nla penawaran d atas Harga 
Perkraan Sendr(HPS). Pemecahan 
masalahnya alah Pejabat Pelaksana 
Pengadaan berdasarkasn SK Dreks 
PT PLN Nomor 305 tahun 2010 (SK 
sebelumnya) penawaran tersebut 
dgugurkan atau penawaran tersebut 
gagal. Namun, berdasarkan SK Dreks 
620 tahun 2013 yang terbaru, dlakukan 
negosas semaksmal mungkn untuk 
mendekat HPS atau sampa d bawah 
HPS. Hal n dlakukan karena jka 
pengadaan gagal maka efisiensi waktu 
yang mana salah satu prnsp dasar 
pengadaan tdak tercapa. 
c. Dalam hal pengajuan penawaran 
harga, calon penyeda barang/jasa 
serng mengajukan penawaran 
terlalu rendah yatu dengan nla 70 
% d bawah HPS, sedangkan dalam 
Rencana Kerja Syarat (RKS) tdak 
dperbolehkan mencantumkan krtera 
prosentase turunya nla penawaran. 
Pemecahan masalah n alah jka 
calon penyeda barang/jasa tersebut 
dusulkan sebaga pemenang maka 
hendaknya calon penyeda barang/jasa 
tersebut diklarifikasi dan dipastikan 
kesanggupannya dan dalam kontrak 
dtambahkan klausul yang mengatur 
mengena penyeda barang/jasa 
tdak mensubkan pekerjaan tersebut. 
Dalam mengajukan pemenang dar 
pengadaan barang/jasa yang dlakukan 
dbutuhkan pertmbangan dar Value 
For Money Committee, dmana Value 
For Money Committee berasal dar 
pejabat struktural yang ada d PLN 
Bal. Namun, bagamana dengan 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa d 
kantor unt dmana dalam kondsnya 
belum ada Value For Money 
Committee. Hal n akan dbjaksana 
oleh Pengguna Barang/Jasa bahwa 
Pejabat Pelaksana Pengadaaan 
13 I Gde Are Wdyantara Partha (Supervsor Pelaksana 
Pengadaan Area Bal Selatan), wawancara dlakukan 
d Denpasar pada Jumat, 8 Me 2015.
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membuat Pakta Integrtas. 
d. Adanya sstem E-Procurement yang 
belum mampu melngkup semua 
kegatan dar proses pengadaan. 
Msalnya saja saat pembagan 
dokumen pelelangan/RKS kepada 
calon penyeda mash berupa hard 
copy dan belum mampu untuk d 
upload ke sstem E-Procurement jad 
dari segi efisiensi kurang terpenuhi. 
Pemecahan masalahnya alah 
Manajemen membjaksana dengan 
menympan dokumen tersebut dalam 
bentuk softcopy yang kemudan 
dbagkan kepada calon penyeda 
barang dan jasa.
e. Dalam pelaksanaannya  vendor atau 
rekanan serng lala dalam proses 
pengadaan barang dan atau jasa tu 
sendr, msalnya saat pendaftaran 
kekutsertaan dalam E-Procurement, 
vendor telah mendaftarkan drnya 
tetap belum mengambl dokumen 
pengadaan tersebut, sehngga pada 
saat waktu yang dtentukan vendor n 
tdak mau untuk dgugurkan, padahal 
proses pengadaan n memerlukan 
waktu yang sangat sngkat. Kemudan, 
adanya calon Penyeda Barang/Jasa 
yang sudah tahu perusahaanya tdak 
memenuhi kualifikasi dan proses 
pengadaan yang berlangsung tdak 
memperkenankan adanya konsorsum 
tetap tetap memaksa kut serta dalam 
proses pengadaan tersebut sehngga 
serng menyebabkan terhambatnya 
proses n. Selan tu, dalam pengadaan 
barang dan jasa serng kal ada perseps 
dar phak eksternal dan nternal PLN 
Bal bahwa harga termurah dalam suatu 
pelelangan terbuka yang kompettf 
dapat mengalahkan aspek lannya 
sepert, kualtas. Sehngga serng 
terjad jka calon penyeda barang/ jasa 
dapat menawarkan harga sangat murah 
dengan menurunkan kualtas barang/ 
jasa ataupun aspek lannya. Solus 
dalam hal sepert n alah Pelaksana 
Pengadaan memberkan teguran 
kemudan catatan khusus pada rekanan 
tersebut untuk dpertmbangkan dalam 
mengkut pengadaan barang/jasa 
selanjutnya. Untuk penawaran harga 
yang terlalu murah, pejabat pelaksana 
pengadaan ddukung oleh SK Dreks 
No. 620 tahun 2013 mengatur bahwa 
untuk mendukung pelaksanaan GCG, 
pemenang tdak hanya berdasarkan 
nla terendah melankan ddukung oleh 
spesifikasi barang/jasa yang berkualitas 
sehngga adanya pemenuhan unsur 
kewajaran (fairness).
Wawancara keempat alah dengan Ibu 
Ratna, yang menghadap kendala sebaga 
berkut14; 
a. Saat memasukkan penawaran ke dalam 
sstem E-Procurement, serng terjad 
error sehngga menyebabkan sedkt 
gangguan. Pemecahan masalahnya 
alah sstem akan terus dperbaharu dan 
dkembangkan, walaupun serng terjad 
sstem error tdak akan mengurang 
unsur transparency, responsibility 
14 Ratna (bdang admnstras PT Rstu Darma, 
selaku salah satu penyeda barang/jasa d PLN Bal 
(wawancara dlakukan d Denpasar pada Selasa, 7 Jul 
2015)
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dan independency dalam pengadaan 
barang dan jasa karena dalam proses 
memasukkan penawaran dlakukan 
dalam waktu yang bersamaan oleh 
calon penyeda yang lan.
IV.  Penutup
a. Simpulan
Dar pembahasan tentang rumusan 
masalah d atas, maka dapat dsmpulkan 
bahwa:
1. Bentuk penjabaran GCG dalam 
pengadaan barang dan jasa pada PLN 
Bal alah dalam Unsur Transparency ; 
dapat dlhat pada pemberan nformas 
pengumuman  lelang melalu sstem 
E-Procurement ataupun melau 
pengumuman yang dtempelkan pada 
papan pengumuman pengadaan PLN. 
 Unsur Accountability dapat dlhat 
pada  saat melakukan tender/lelang 
untuk mendapatkan harga yang 
terbak Pejabat Pelaksana pengadaan 
melakukan negosas. Unsur 
Responsibility  dapat dlhat dalam 
Seleks berdasarkan E-procurement 
pada PLN Bal dengan persyaratan 
terukur mampu mengurang kontak 
langsung. Unsur Fairness ; bentuknya 
dapat dlhat dalam menyeleks 
setiap kualifikasi sesuai persyaratan 
tanpa ntervens phak ketga. Unsur 
Independency ; yatu bebas dar 
tekanan dalam menentukan pemenang 
penyeda barang/jasa.
 Dengan demkan, dalam pengadaan 
barang dan jasa pada PT PLN telah 
menjalankan konsep GCG dalam 
pelaksanaannya, yang mana ddukung 
oleh seluruh stakeholder. 
2.  Dar beberapa kendala yang djabarkan 
dalam pembahasan d atas dapat 
dlhat bahwa yang terpentng dalam 
mengatas kendala yang dhadap 
alah  kerjasama dar para stakeholder 
serta adanya kebjakan dar phak 
yang berwenang, dalam hal n 
manajemen yang memlk kapastas 
untuk membuat keputusan dan 
mengupayakan segala kendala dapat 
datas serta tetap berdasarkan pada 
peraturan tentang pengadaan barang 
dan jasa yang berlaku d PLN juga 
prnsp – prnsp GCG d dalamnya.
b.  Saran 
Saran yang dapat dsampakan dalam 
peneltan n alah:
1. Penerapan GCG dalam pengadaan 
barang atau jasa pada PLN Bal 
haruslah ddukung oleh seluruh 
stakeholder, agar apa yang menjad 
harapan dar penjabaran GCG dalam 
Pengadaan Barang dan Jasa berjalan 
dengan optmal. Serta dperlukan 
adanya “reward” dan “punishment” 
bag rekanan yang mematuh dan 
menerapkan prnsp GCG dengan bak 
serta rekanan yang mencoba melanggar 
prnsp GCG tersebut khususnya 
pengadaan barang dan jasa.
2.  Kendala – kendala yang dhadap dalam 
pengadaan barang dan jasa pada PLN 
Bal harus dapat dmnmalsr, msalkan 
saja dengan terus dkembangkannya 
sstem E-Procurement, agar semakn 
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mengurang kontak langsung antara 
Penyeda Barang/Jasa dengan Pejabat 
Pelaksana pengadaan sehngga lebh 
transparan. Untuk kendala yang 
dsebabkan oleh penyeda, dapat 
dterapkan sanks berupa blacklst 
secara tegas.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Danr, Mas Achmad, 2014,  Lead by GCG, 
Gagas Bsns Indonesa, Jakarta.
Hamzah,Fahr, 2012, Negara,BUMN, 
dan Kesejahteraan Rakyat, Faham 
Indonesa.
Indrajt, Rchardus Eko dkk, 2002, E - 
Government Strategi Pembangunan 
dan Pengembangan  Sistem Pelayanan 
Publik Berbasis Teknologi, And, 
Yogyakarta.
Kurnawan,Wahyu, 2012, Corporate 
Governance Dalam Aspek Hukum 
Perusahaan, PT Pustaka Utama 
Grafiti, Jakarta.
Moeljono,Djokosantoso, 2005, Good 
Corporate Culture sebagai inti dari 
Good Corporate Governance, PT Elex 
Meda Komputndo, Jakarta.
Purba, Mars P, 2014, Pengadaan Barang 
dan Jasa BUMN, Graha Ilmu, 
Yogyakarta.
Sjawe, Hasbullah F, 2013, Direksi Perseroan 
Terbatas serta Pertanggungjawaban 
Pidana Korpoorasi, Ctra Adtya 
Bakt, Bandung,
Raml, Samsul dan Fahrurraz, 2014, 
Swakelola Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, Vsmeda, Jakarta.
Waluyo, Bambang, 2008, Penelitian 
Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 
Jakarta.
Wlamarta,Msahard. 2007,  Penerapan 
Prinsip – Prinsip Good Corporate 
Governance  dalam Perseroan 
Terbatas, Center for Educaton  and 
Legal Studes, Jakarta.
Peraturan Perundang – Undangan
Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang BUMN
Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah
Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per 
– 01 /MBU/2011 tentang Penerapan 
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
(Good Corporate Governance) pada 
Badan Usaha Milik Negara 
Putusan Menteri BUMN Nomor 05 tahun 
2008 jo Peraturan Menteri BUMN 
Nomor 15 tahun 2012 tentang 
Pedoman Umum Pengadaan Barang 
dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
Surat Keputusan Dreks PT PLN (Persero) 
Nomor 620 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 
Jasa d lngkungan PT PLN (Persero)
 
Data Informan
1. Nama  :  I Gede Ketut Anom
 TTL :  Tabanan,14 Agustus 1959
 Alamat :  Denpasar
 Jabatan :  Pejabat Perencana 
Pengadaan
318
Magister Hukum Udayana •  Jul 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 2 : 308 - 318
2. Nama :  Ketut Mndawan
 TTL :  Buduk, 31 Desember 1959
 Alamat :  Buduk, Mengw
 Jabatan :  Pejabat Pelaksana Pengadaan
3. Nama :  I Gde Are Wdyantara P.
 TTL :  Amlapura, 23 Maret 1985
 Alamat :  Jln Nusa Indah, Dps
 Jabatan : Supervsor Pelaksana 
Pengadaan
4. Nama :  Ratna
 TTL :  Banyuwang, 21 Aprl 1974
 Alamat : Br.Umadesa Peguyangan
 Jabatan :  Bdang Admnstras pada PT 
Rstu Darma 
Biodata : 
 Nama  :  Luh Putu Dw Suarn, SH
 Alamat : Jalan Sedap Malam III No.9 
Denpasar
No. HP : 081236236469
